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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA  TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011TENTANG 

MATA UANG 

Melista Wulandari 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang 

rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?dan 

Apakah Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang 

rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?. Jenis 

penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif yang dimaksudkan objek 

kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini 

adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.  

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :  

Penegakan Hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang 

Rupiah yang dilakukan oleh beberapa aparat hukum guna agar dapat menyelesaikan 

suatu perkara dengan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dimana aturan-aturan yang menyangkut teori-teori hukum dalam penegakan 

hukum tersebut. Dengan menggunakan teori tersebut menyanggkut beberapa aparat 

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau hakim dimana aturan 

tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya didalam masyarakat. Aturan Hukum 

dibuat untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dalam 

pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 pasal 26 ayat (1) mengenai memalsu 

uang rupiah.dan larangan mengedarkan uang palsu dalam pasal 245 KUHP. Dan 

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Mata 

Uang Rupiah dikenakan sanksi pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011  

yang mengenai aturan hukum, setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 

(sepuluh) Tahun dan dikenakan denda Administratif paling banyak sepuluh miliar 

rupiah. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Mata Uang. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan 

menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar 

pekerjaan dapat lebih mudah.1 Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang 

berusaha untuk memiliki uang sebanyakbanyaknya, walaupun dengan cara yang 

melawan hukum. Wujud dari caracara yang melawan hukum itu dapat berupa 

kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata 

uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan 

terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat 

pembayaran yang sah.  

Pemalsuan uang adalah bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum 

atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.2 Kejahatan ini 

dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai 

alat pembayaran tersebut. Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terbadap mata 

uang dan uang kertas adalah kejahatan berat, adapun alasan yang mendukung 

pernyataan ini, yaitu: Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata 

berat. Dalam Bab X buku II KUHP Ada 7 bentuk (rumusan) kejahatan mata uang 

dan uang kertas dua diantaranya diancam pidana penjara maksimum 15 tahun (244 

dan 245 serta kejahatan tentang mata uang dan uang kertas berlaku asas 

universaliteit, artinya hukum pidana indonesia berlaku bagi setiap orang yang 

melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia dimanapun (pasal 4 sub 2 

KUHP). Sebagai contoh hukum pidana Indonesa dapat digunakan untuk 

menghukum seorang warga negara asing yang memalsu uang negaranya yang 

kemudian melarikan diri ke Indonesia, dimana Negara tersebut tidak ada perjanjian 

mengenai ekstradisi dengan Indonesia.3 

                                                             
1 Iswardono S.P., 2010, Uang dan Bank, BPFE, Yogyakarta, hlm 3 

 
2 Adami Chazawi,2013, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Rajawali Pers, Bandung, 2005 
3 Ibid., hlm 21 
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Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang 

menyatakan bahwa ‘‘Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun”. Sedangkan dalam Pasal 244 merumuskan sebagai berikut “barangsiapa 

meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara 

atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata 

uang atau uang kertas itu sehagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika dirinci rumusan yang terdiri dari unsur-

unsur yang disebutkan yaitu Unsur-unsur obyektif berupa perbuatan meniru dan 

memalsu dengan obyeknya mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank, serta 

unsur subyektif dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan 

mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak palsu.  

Perbuatan meniru) mata uang dan uang kertas diartikan sebagai membuat 

mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata 

uang atau uang kertas yang asli. Termasuk pengertian meniru dalam hal seperti: 

mencuri peralatan dan bahan-bahan pembuat uang maka uang yang dibuatnya ini 

adalah akan sama dan tidak berbeda dengan uang yang asli. Membuat uang dengan 

cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru serta orang / badan yang menurut 

peraturan berhak membuat atau mencetak uang namun, ia membuat uang melebihi 

dari jumlah yang diperintahkan / menurut ketentuan. Maka membuat /mencetak 

uang lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru.4 

 

D ipidana atau tidaknya bergantung sepenuhnya pada bagaimana sikap 

batinnya. Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak dipedulikan tentang nilai 

bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih 

tinggi daripada bahan uang yang asli. tetapi juga perbuatan seperti itu dipidana 

                                                             
4 https://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan/Documents/1.%20Uang. Diakses 

pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 09.20  Wib 
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sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk 

diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak 

dipalsu.  

Perbuatan memalsu, pada uang asli dengan menambahkan sesuatu baik 

tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang 

sehingga menjadi lain dan tidak asli. Apabila terkandung maksud untuk 

mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai yang asli dan tidak 

dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang, dan tekena pidana. 

Kejahatan pasal 244 dirumuskan secara formil, maksudnya ialah kejahatan 

ini melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas melarang 

menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, untuk terwujudnya atau 

selesainya kejahatan ini bergantung pada selesainya perbuatan meniru atau 

memalsu. Untuk selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu itu 

diperlukan suatu  syarat yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu 

menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu. 

Uang adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. 

Sah dalam arti jika dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu negara atau 

badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang 

kertas. Mata uang adalah uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga 

perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang terbuat dari lembaran kertas. 

Uang kertas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu uang kertas negara dan uang kertas 

bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan 

uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang 
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ditunjuk oleh pemerintah. di Indonesia bank yang ditunjuk pemerintah ini adalah 

bank indonesia.5 

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata 

Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap 

rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan 

harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. 

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata 

Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam 

desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut.  

Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. 

Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan 

pemalsuann berupa peniruan terhadap mata uang.1 Pemalsuan mata uang 

diklasifikasikan sebagai kejahatan.2 

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang 

disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang 

bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan 

strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah 

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

                                                             
5 Adami Chazawi, Opcit., hlm25 
1 Hassan Shadily, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia,. Gramedia, Jakarta, hlm. 369.  
2 Mulyanto dalam Faisal Salam, 2011, Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, 

Bandung, hlm 84  
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yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.3Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan 

cara peniruan (conterfeiting). Peniruan merupakan tindak pidana pemalsuan dengan 

cara memproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar 

hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi menggigat uang 

kertas kualitas lebih jauh rendah. Mata uang adalah uang di keluarkan oleh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah, untuk maksud tersebut 

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA  TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011TENTANG 

MATA UANG. 

 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak 

pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang ? 

                                                             
3 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.40. 
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2. Apakah Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata 

uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata 

uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang. 

2. Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang 

rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang  

 

D. Defenisi Konseptual 

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diartikan sebagai diteruskannya celaan 

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif 

memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.8  

                                                             
8 Roeslan saleh, 2014, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana,  Jakarta, 

Ghalia Indonesia, hlm-33 
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2. Sanksi Pidana adalah merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang 

ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan 

orang tidak akan melakukan tindak pidana.9  

3. Kejahatan adalah tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang 

diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang 

terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar 

hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan.10  

4. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu 

perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai 

straftbaarfeit. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan 

perbuatan yang dapat dipidana adalah:  

a. Peristiwa pidana  

b. Perbuatan pidana  

c. Pelanggaran pidana  

d. Perbuatan yang dapat dihukum.11  

 

5. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                             
9 Mahrus Ali, 2015,  Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta, hlm 194 

 
10 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 

hlm 1 
11 Masruchin Rubai, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 

hlm. 21 
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Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku 

lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

3. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain,  Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri 

sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan 

skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada poihak 

Pengadilan Negeri Klas I A palembang. 

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang 

tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman 

hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan 

berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni 

penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang 

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan 

pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 
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F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, 

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pertangungjawaban 

Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang, 

Definisi Uang, Fungsi Uang dan Jenis-jenis Uang. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang 

rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan 

Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah 

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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